
 

 
 

 
 

 

BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU 
 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

NOMOR 27 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PENGHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA DESA  

 

 

   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BENGKULU UTARA, 
 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara 
Penghitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Kepada Desa.  
                       
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 

 

 

SALINAN 



  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);  

  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6138); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 244); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 



  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1); 

  16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 
Nomor 1). 

    
 

MEMUTUSKAN: 
 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA DESA. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul dan/atau hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di 

Kabupaten Bengkulu Utara. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang 
dialokasikan kepada desa se-Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari 
10% (sepuluh perseratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara yang dipungut tahun sebelumnya yang pengalokasiannya 
bervariasi dengan menggunakan prosentase tertentu sesuai dengan realisasi 

pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di desa yang bersangkutan. 

7. Alokasi Dasar adalah 60% (enam puluh perseratus) dari total bagian dari hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara merata ke seluruh desa 

se-Kabupaten Bengkulu Utara. 

8. Alokasi Formula adalah 40% (empat puluh perseratus) dari total Bagian Dari 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi berdasarkan realisasi 

pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing desa. 
 

 
 

 
 



 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan pemberian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
kabupaten kepada desa adalah untuk membantu membiayai operasional 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 
 

BAB III 

SUMBER DANA 
 

Pasal 3 

Sumber dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 

Anggaran berkenaan.  
 

Pasal 4 

Jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 10% (sepuluh perseratus) 
dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 
sebelumnya. 

 
 

BAB IV 

TATA CARA PENGALOKASIAN 
 

Pasal 5 

(1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten 
kepada desa dilakukan berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah dana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

b. Alokasi Formula 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah dana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dihitung dengan cara dibagi secara merata Alokasi Dasar dengan jumlah desa 

di Kabupaten Bengkulu Utara. 

(3) Rincian alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung 
dengan menggunakan formula sebagai berikut :    

 
AF Desa =  Z X AF Kab. 

 
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 
Z = rasio jumlah realisasi pajak dan retribusi setiap desa terhadap 

 total jumlah realisasi pajak dan retribusi Kabupaten Bengkulu 
 Utara 

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Bengkulu Utara 

(4) Jumlah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa adalah 
jumlah alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditambah jumlah alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 

 

 

 



BAB V 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Diundangkan di Arga Makmur 

pada tanggal 31 Januari 2018      
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

 
ttd 

 
 

HARYADI 

Ditetapkan di Arga Makmur 

pada tanggal 31 Januari 2018         
 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

 
 

ttd 

 
 

M I A N 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 27 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

 
ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. 

NIP. 19690423 200212 1 003 
 

 

 


